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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk 
kejahatan dalam melaksanakan kegiatan di 
bidang perbankan sehingga dapat diberlakukan 
ketentuan pidana dan bagaimanakah 
berlakunya ketentuan pidana terhadap pihak-
pihak yang melakukan kejahatan dalam 
melaksanakan kegiatan di bidang perbankan, di 
manadengan mertode penelitian hukum 
normatif disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk 
kejahatan dalam melaksanakan kegiatan di 
bidang perbankan yang dapat dikenakan sanksi 
pidana diantaranya seperti menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa 
izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia baik 
peorangan maupun badan hukum dan tanpa 
membawa perintah tertulis atau izin dari 
pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja 
memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk 
memberikan keterangan. Anggota Dewan 
Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak 
Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan 
keterangan yang wajib dirahasiakan atau 
dengan sengaja tidak memberikan keterangan 
yang wajib dipenuhi serta bentuk-bentuk 
kejahatan lainnya sebagaimana diatur dalam 
Pasal 46 sampai dengan 51 Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan. 2. Berlakunya ketentuan pidana 
terhadap pihak-pihak pelaku kejahatan dalam 
di kegiatan di bidang perbankan dapat 
dikenakan kepada peorangan, badan usaha, 
anggota dewan komisaris, direksi, pegawai 
bank atau pihak terafiliasi lainnya yang telah 
terbukti secara sah menurut hukum melakukan 
tindak pidana. Ketentuan pidana yang 
diberlakukan berupa pidana penjara dan pidana 
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denda sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan bentuk-bentuk 
kejahatan perbankan yang dilakukan.  
Kata kunci: perbankan; kejahatan perbankan; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  

Hukum perbankan Indonesia adalah sebagai 
hukum yang mengatur masalah-masalah 
perbankan yang berlaku pada saat sekarang di 
Indonesia. Dengan demikian berarti akan 
membicarakan aturan-aturan perbankan yang 
positif masih berlaku sampai saat isekarang ini, 
sehingga peraturan hukum perbankan yang 
pernah berlaku pada masa yang lalu, sudah 
tidak berlaku lagi, namun peraturan-peraturan 
itu masih diperlukan sebagai bahan yang 
penting dalam rangka mempelajari sejarah 
perbankan Indonesia.5 

Apabila terjadi bentuk-bentuk kejahatan 
dalam melaksanakan kegiatan di bidang 
perbankan maka berlakunya ketentuan pidana 
terhadap pihak-pihak yang melakukan 
kejahatan dapat dikenakan jika pelakunya telah 
terbukti secara sah melakukan kejahatan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kejahatan 
dalam melaksanakan kegiatan di bidang 
perbankan sehingga dapat diberlakukan 
ketentuan pidana? 

2. Bagaimanakah berlakunya ketentuan 
pidana terhadap pihak-pihak yang 
melakukan kejahatan dalam 
melaksanakan kegiatan di bidang 
perbankan? 

 
C. Metode Penelitian 

 Penelitian hukum yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder belaka. 
 
PEMBAHASAN 
A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Dalam 

Melaksanakan Kegiatan Di Bidang 
Perbankan  
Bentuk-bentuk kejahatan dalam 

melaksanakan kegiatan di bidang perbankan 
 

5Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. 
Citra Aditya Bakti. Cetakan  ke II. Bandung. 1996. hlm. 1 
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diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan tanpa izin usaha dari 
Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16. Apabila dilakukan 
oleh badan hukum yang berbentuk 
perseroan terbatas, perserikatan, yayasan 
atau koperasi, maka penuntutan terhadap 
badan-badan dimaksud dilakukan baik 
terhadap badan-badan dimaksud dilakukan 
baik terhadap mereka yang memberikan 
perintah melakukan perbuatan itu atau yang 
bertindak sebagai pimpinan dalam 
perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya 
(Pasal 46 ayat 1 dan 2). 

2. Tanpa membawa perintah tertulis atau izin 
dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan 
Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank 
atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan 
keterangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, 
pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya 
dengan sengaja memberikan keterangan 
yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 
(Pasal 47 ayat (1) dan (2). 

3. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau 
pegawai bank yang dengan sengaja tidak 
memberikan keterangan yang wajib 
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 A dan Pasal 44 A (Pasal 47 A). 

4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau 
pegawai bank yang dengan sengaja tidak 
memberikan keterangan yang wajib 
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 
ayat (1) dan ayat (2), Anggota Dewan 
Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang 
dengan lalai memberikan keterangan yang 
wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan 
Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 48 ayat: 
(1) dan (2). 

5. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau 
pegawai bank yang dengan sengaja: 
a. membuat atau menyebabkan adanya 

pencatatan palsu dalam pembukuan atau 
dalam proses laporan, maupun dalam 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, 

laporan transaksi atau rekening suatu 
bank; 

b. menghilangkan atau tidak memasukkan 
atau menyebabkan tidak dilakukannya 
pencatatan dalam pembukuan atau 
dalam laporan, maupun dalam dokumen 
atau laporan kegiatan usaha, laporan 
transaksi atau rekening suatu bank; 

c. mengubah, mengaburkan, 
menyembunyikan, menghapus, atau 
menghilangkan adanya suatu pencatatan 
dalam pembukuan atau dalam laporan, 
maupun dalam dokumen atau laporan 
kegiatan usaha, laporan transaksi atau 
rekening suatu bank, atau dengan 
sengaja mengubah, mengaburkan, 
menghilangkan, menyembunyikan atau 
merusak catatan pembukuan tersebut.  

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau 
pegawai bank yang dengan sengaja: 
a. meminta atau menerima, mengizinkan 

atau menyetujui untuk menerima suatu 
imbalan, komisi, uang tambahan, 
pelayanan, uang atau barang berharga, 
untuk keuntungan pribadinya atau untuk 
keuntungan keluarganya, dalam rangka 
mendapatkan atau berusaha 
mendapatkan bagi orang lain dalam 
memperoleh uang muka, bank garansi, 
atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam 
rangka pembelian atau pendiskontoan 
oleh bank atas surat-surat wesel, surat 
promes, cek, dan kertas dagang atau 
bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam 
rangka memberikan persetujuan bagi 
orang lain untuk melaksanakan 
penarikan dana yang melebihi batas 
kreditnya pada bank; 

b. tidak melaksanakan langkah-langkah 
yang diperlukan untuk memastikan 
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam 
Undang-undang ini dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan lainnya 
yang berlaku bagi bank (Pasal 49 ayat (1) 
dan (2). 

6. Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak 
melaksanakan langkah-langkah yang 
diperlukan untuk memastikan ketaatan bank 
terhadap ketentuan dalam Undang-undang 
ini dan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang berlaku bagi bank (Pasal 50) 
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7. Pemegang saham yang dengan sengaja 
menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau 
pegawai bank untuk melakukan atau tidak 
melakukan tindakan yang mengakibatkan 
bank tidak melaksanakan langkah-langkah 
yang diperlukan untuk memastikan ketaatan 
bank terhadap ketentuan dalam Undang-
undang ini dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berlaku 
bagi bank (Pasal 50 A). 
Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak 

pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda  
Strafbaarfiet yang merupakan istilah resmi 
dalam Wetboek Van Starfrecht yang telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai 
saat ini.6 

Di samping istilah tindak pidana, juga 
dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan 
pidana, peristiwa pidana dan delik, namun 
demikian perbedaan-perbedaan tersebut 
tidaklah mempunyai arti yang mendasar. 
Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi 
adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan 
maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda. 
Oleh karena itu, penulis perlu mengemukakan 
definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.7 

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, 
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan 
yang pelakunya dapat dikenakan hukum 
pidana. Prof. Moelyanto, SH, menggunakan 
istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang 
oleh aturan hukum pidana dilarang dan 
diancam dengan pidana, barangsiapa yang 
melanggar larangan tersebut.8 

Mr. Tresna menggunakan istilah peristiwa 
pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang 
bertentangan dengan undang-undang atau 
peraturan perundang-undangan lainnya, 
terhadap perbuatan mana yang diadakan 
tindakan hukum, sedangkan Drs. C.S.T. Kansil. 
SH, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan 
yang melanggar undang-undang yang dilakukan 
dengan sengaja oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.9  

 
6 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif 
Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Ed. 1, PT. 
RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 59. 
7 Ibid. 
8 Ibid. hlm. 59-60. 
9 Ibid. hlm. 59-60. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 
1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya 
disingkat OJK, adalah lembaga yang 
independen dan bebas dari campur tangan 
pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan 
wewenang pengaturan, pengawasan, 
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

Secara kelembagaan, OJK berada di luar 
Pemerintah, yang dapat diartikan bahwa OJK 
tidak menjadi bagian dari kekuasaan 
Pemerintah. Akan tetapi tidak menutup 
kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan 
Pemerintah karena pada hakikatnya OJK 
merupakan otoritas di sektor jasa keuangan 
yang mempunyai relasi dan keterkaitan yang 
kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas 
fiskal (Menteri Keuangan) dan otoritas moneter 
(Bank Indonesia).10 

Disadari bahwa berbagai krisis ekonomi dan 
kemudian pada akhirnya terjadi krisis global 
yang menerpa Indonesia, telah memberikan 
pelajaran penting terkait dengan fungsi 
pengawasan bank pada Bank Indonesia sebagai 
Bank Sentral dalam menjaga stabilitas sistem 
keuangan. Kegagalan di bidang pengawasan 
perbankan tersebut dijadikan sebagai tolok 
ukur untuk membentuk lembaga pengawasan 
bank.11  

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 5. OJK 
berfungsi menyelenggarakan sistem 
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor 
jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
Pasal 6. OJK melaksanakan tugas pengaturan 
dan pengawasan terhadap: 
a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar 

Modal; dan 
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor 

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan 
Lainnya. 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7. Untuk 
melaksanakan tugas pengaturan dan 
pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana 

 
10 Galuh Kartiko. Op.Cit. hlm. 35. 
11 Ibid. hlm. 35. 
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dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK 
mempunyai wewenang: 
a. pengaturan dan pengawasan mengenai 
kelembagaan bank yang meliputi: 

1. perizinan untuk pendirian bank, 
pembukaan kantor bank, anggaran dasar, 
rencana kerja, kepemilikan, 
kepengurusan dan sumber daya manusia, 
merger, konsolidasi dan akuisisi bank, 
serta pencabutan izin usaha bank; dan 

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber 
dana, penyediaan dana, produk hibridasi, 
dan aktivitas di bidang jasa; 

b. pengaturan dan pengawasan mengenai 
kesehatan bank yang  meliputi: 
1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, 

kualitas aset, rasio kecukupan modal 
minimum, batas maksimum pemberian 
kredit, rasio pinjaman terhadap 
simpanan dan pencadangan bank; 

2. laporan bank yang terkait dengan 
kesehatan dan kinerja bank; 

3. sistem informasi debitur; 
4. pengujian kredit (credit testing); dan 
5. standar akuntansi bank; 

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek 
kehati-hatian bank, meliputi: 

1. manajemen risiko; 
2. tata kelola bank; 
3. prinsip mengenal nasabah dan anti 
pencucian uang; dan 
4. pencegahan pembiayaan terorisme dan 

kejahatan perbankan dan pemeriksaan 
bank. 

Penjelasan Pasal 7. Pengaturan dan 
pengawasan mengenai kelembagaan, 
kesehatan, aspek kehati-hatian, dan 
pemeriksaan bank merupakan lingkup 
pengaturan dan pengawasan microprudential 
yang menjadi tugas dan wewenang OJK. 
Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan 
macroprudential, yakni pengaturan dan 
pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal 
ini, merupakan tugas dan wewenang Bank 
Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan 
pengawasan macroprudential, OJK membantu 
Bank Indonesia untuk melakukan himbauan 
moral (moral suasion) kepada Perbankan. 

Pasal 39 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, 
mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan 
Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan 
tertentu terkait dengan pengawasan di bidang 

perbankan. Kemudian, Pasal 40 UU No. 21 
Tahun 2011 lebih lanjut mengatur bahwa untuk 
melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, 
misalnya dalam rangka penyusunan peraturan 
pengawasan, Bank Indonesia tetap berwenang 
untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank 
dengan menyampaikan secara tertulis terlebih 
dahulu kepada OJK.12  

Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU No. 21 Tahun 
2011 menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia 
dalam mengatur dan mengawasi bank yang 
dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan 
pengawasan yang berkaitan dengan 
microprudential, sedangkan Bank Indonesia 
tetap memiliki tugas pengaturan perbankan 
terkait macroprudential. Berkaitan dengan hal 
tersebut, jelas bahwa tugas pengaturan 
perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan 
secara independen oleh OJK, karena 
pengaturan microprudential dan 
macroprudential akan sangat berkaitan.13 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa OJK 
masih memiliki hubungan khusus dengan Bank 
Indonesia terutama dalam pengaturan dan 
pengawasan perbankan. Dapat dijelaskan 
bahwa bagaimanapun Bank Indonesia sebagai 
Bank Sentral, di mana sebelum keluarnya UU 
OJK dan pengalihan pada akhir bulan Desember 
Tahun 2013 yang akan datang, Bank Indonesia 
masih mengemban dan melaksanakan tugas 
pengaturan dan pengawasan bank dan memiliki 
pengalaman lebih lama dalam mengatur dan 
mengawasi perbankan sehingga masukan 
pengaturan yang disampaikan oleh Bank 
Indonesia akan memliki pengaruh yang besar 
dalam pengaturan yang dilakukan oleh OJK.14 
Selain itu, ”hubungan khusus” antara OJK 
dengan Bank Indonesia lainnya dapat dilihat 
dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011, 
di mana OJK menginformasikan kepada Bank 
Indonesia untuk melakukan langkah-langkah 
yang diperlukan terkait dengan kesulitan 
likuiditas atau memburuknya kesehatan pada 
bank. Adapun yang dimaksud dengan langkah-
langkah tersebut yaitu pemberian fasilitas 
pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan 

 
12 Galuh Kartiko. Op.Cit. hlm. 36. 
13 Ibid. 
14Ibid. hlm. 37. (Lihat Fransiska Ari Indrawati, Mencermati 
CelahIndependensi OJK Dalam UU OJK, Buletin Hukum 
Perbankan Dan Kebanksentralan Bank Indonesia Volume 
10 Nomor 1, Januari-April 2012. 
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fungsi Bank Indonesia sebagai” lender of the 
last resort” (LoLR).15 

Pasal 40 dan 41 Undang-Undang OJK 
disebutkan bahwa Bank Indonesia dapat 
melakukan pemeriksaan langsung terhadap 
bank dengan menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK, 
tetapi dalam pemeriksaan tersebut Bank 
Indonesia tidak dapat memberikan penilaian 
terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil 
pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank 
Indonesia tersebut disampaikan kepada OJK, 
kemudian OJK menginformasikan kepada 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai 
bank bermasalah yang sedang dalam upaya 
penyehatan oleh OJK. Apabila bank tersebut 
mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi 
kesehatannya semakin memburuk, OJK segera 
menginformasikan ke Bank Indonesia untuk 
melakukan langkah-langkah sesuai dengan 
kewenangan Bank Indonesia.16 

Koordinasi antara OJK dengan BI diharapkan 
mampu terlaksana dengan baik, mengingat jasa 
perbankan adalah salah satu sektor terbesar 
dalam perekonomian di Indonesia. Fungsi 
koordinasi yang baik akan menciptakan iklim 
industri perbankan yang sehat pula. Pertukaran 
informasi antara BI dengan OJK mengenai 
kondisi suatu bank akan memudahkan 
pengawasan perbankan mengingat BI 
merupakan lembaga yang mengawasi bank 
sebelum terbentuknya OJK.17 

Otoritas Jasa Keuangan diberikan 
kewenangan di bidang perbankan menurut 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan 
sektor perbankan yang bersifat microprudential 
menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan 
dan pengawasan yang bersifat macroprudential 
tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia. Hal 
ini disebabkan semakin kompleksnya industri 
jasa keuangan menjadi latar belakang pendirian 
Otoritas Jasa Keuangan. Makin banyaknya 
keterkaitan antar lembaga jasa keuangan satu 
sama lain membuat pengawasan di sektor 
perbankan membutuhkan mekanisme 
pengawasan yang berat. Pengawasan sektor 
jasa keuangan pasca terbentuknya Otoritas Jasa 
keuangan diharapkan mampu menanggulangi 

 
15 Ibid. 
16 Zulfi Diane Zaini. Op.Cit..hlm. 3. 
17 Galuh Kartiko. Op.Cit. hlm. 43. 

permasalahan yang timbul akibat konglomerasi 
di sektor jasa keuangan dan menjadi sistem 
pengawasan yang terintegrasi antar lembaga 
jasa keuangan menjadi alternatif yang dianggap 
mampu untuk mencegah terjadinya moral 
hazard dalam kegiatan industri jasa keuangan.18 

 
B. Berlakunya Ketentuan Pidana Terhadap 

Pihak-Pihak Pelaku Kejahatan Dalam Di 
Bidang Perbankan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 
46 ayat: 
1. Barang siapa menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa 
izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 
diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 
20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 

2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum 
yang berbentuk perseroan terbatas, 
perserikatan, yayasan atau koperasi, maka 
penuntutan terhadap badan-badan 
dimaksud dilakukan baik terhadap badan-
badan dimaksud dilakukan baik terhadap 
mereka yang memberikan perintah 
melakukan perbuatan itu atau yang 
bertindak sebagai pimpinan dalam 
perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. 
Sanksi, sanctie, yaitu akibat hukum terhadap 

pelanggar ketentuan undang-undang. Ada 
sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada 
sanksi pidana.19   Sanksi Pidana, strafsanctie, 
akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan 
pidana yang berupa pidana dan/atau 
tindakan. 20  Pidana (Straf): hukuman yang 
dijatuhkan terhadap orang yang terbukti 
bersalah melakukan delik berdasarkan putusan 
yang berkekuatan hukum tetap.21 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

 
18 Ibid. hlm. 50. 
19 Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 138. 
20 Ibid. 
21 Ibid, hlm. 119. 
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Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 
47 ayat: 
1. Barang siapa tanpa membawa perintah 

tertulis atau izin dari Pimpinan Bank 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan 
sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi 
untuk memberikan keterangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan 
pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) 
tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta 
denda sekurang-kurangnya Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 
(dua ratus miliar rupiah). 

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai 
bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan 
sengaja memberikan keterangan yang wajib 
dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam 
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 
2 (dua) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 
8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari 

ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP 
menentukan adanya hukuman pokok dan 
hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah: 
1. Hukuman mati; 
2. Hukuman penjara; 
3. Hukuman kurungan; 
4. Hukuman denda. 

Hukuman tambahan adalah: 
1. Pencabutan hak-hak tertentu; 
2. Perampasan/penyitaan barang-barang 

tertentu, dan 
3. Pengumuman putusan hakim.22 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 
47 A. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau 
pegawai bank yang dengan sengaja tidak 
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan 
Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling 
lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp. 
15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 
22 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, 
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.hlm. 65-66. 

Pasal 48 ayat: 
1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau 

pegawai bank yang dengan sengaja tidak 
memberikan keterangan yang wajib 
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 
ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan 
pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) 
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
serta denda sekurang-kurangnya Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah). 

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau 
pegawai bank yang dengan lalai 
memberikan keterangan yang wajib 
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 
ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan 
pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) 
tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan 
atau denda sekurang-kurangnya Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 
Pidana pokok, hoofdstraf, yaitu pidana yang 

dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; 
misalnya, pidana mati, pidana penjara, 
kurungan dan denda.23  

Pidana tambahan, bijkomende straf, yaitu 
pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping 
pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak 
tertentu; perampasan barang-barang tertentu; 
dan pengumuman putusan hakim. Pidana 
tambahan berupa; perampasan atau 
pemusnahan dapat berdiri sendiri misalnya 
uang palsu, narkotika atau senjata api atau 
bahan peledak.24 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 
49 ayat: 
1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau 
pegawai bank yang dengan sengaja: 

a. membuat atau menyebabkan adanya 
pencatatan palsu dalam pembukuan atau 
dalam proses laporan, maupun dalam 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, 
laporan transaksi atau rekening suatu 
bank; 

 
23 Andi Hamzah, Op.Cit hlm. 121. 
24 Ibid, hlm. 121. 
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b. menghilangkan atau tidak memasukkan 
atau menyebabkan tidak dilakukannya 
pencatatan dalam pembukuan atau 
dalam laporan, maupun dalam dokumen 
atau laporan kegiatan usaha, laporan 
transaksi atau rekening suatu bank; 

c. mengubah, mengaburkan, 
menyembunyikan, menghapus, atau 
menghilangkan adanya suatu pencatatan 
dalam pembukuan atau dalam laporan, 
maupun dalam dokumen atau laporan 
kegiatan usaha, laporan transaksi atau 
rekening suatu bank, atau dengan 
sengaja mengubah, mengaburkan, 
menghilangkan, menyembunyikan atau 
merusak catatan pembukuan tersebut, 
diancam dengan pidana penjara 
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun serta 
denda sekurang-kurangnya Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp. 
200.000.000.000,00 (dua ratus miliar 
rupiah). 

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau 
pegawai bank yang dengan sengaja: 

a. meminta atau menerima, mengizinkan 
atau menyetujui untuk menerima suatu 
imbalan, komisi, uang tambahan, 
pelayanan, uang atau barang berharga, 
untuk keuntungan pribadinya atau 
untuk keuntungan keluarganya, dalam 
rangka mendapatkan atau berusaha 
mendapatkan bagi orang lain dalam 
memperoleh uang muka, bank garansi, 
atau fasilitas kredit dari bank, atau 
dalam rangka pembelian atau 
pendiskontoan oleh bank atas surat-
surat wesel, surat promes, cek, dan 
kertas dagang atau bukti kewajiban 
lainnya, ataupun dalam rangka 
memberikan persetujuan bagi orang 
lain untuk melaksanakan penarikan 
dana yang melebihi batas kreditnya 
pada bank ; 

b. tidak melaksanakan langkah-langkah 
yang diperlukan untuk memastikan 
ketaatan bank terhadap ketentuan 
dalam Undang-undang ini dan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku bagi 
bank, diancam dengan pidana penjara 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 8 (delapan) tahun serta 
denda sekurang-kurangnya Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp. 
100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah). 

  Pidana (straf; Bahasa Belanda):  
1. Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang 

telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang 
berwenang untuk menjatuhkan pidana atas 
nama negara sebagai penanggung jawab 
dari ketertiban hukum umum bagi seorang 
pelanggar, yakni semata-mata karena orang 
tersebut telah melanggar suatu peraturan 
hukum yang harus ditegakkan oleh negara;  

2. Suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 
dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang 
yang telah terbukti bersalah melakukan  
suatu tindak pidana.25 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 
50. Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak 
melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan 
untuk memastikan ketaatan bank terhadap 
ketentuan dalam Undang-undang ini dan 
peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berlaku bagi bank, diancam dengan pidana 
penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 8 (delapan) tahun serta denda 
sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

Pasal 50 A. Pemegang saham yang dengan 
sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, 
atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak 
melakukan tindakan yang mengakibatkan bank 
tidak melaksanakan langkah-langkah yang 
diperlukan untuk memastikan ketaatan bank 
terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang berlaku bagi bank, diancam 
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 
(tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua 
ratus miliar rupiah). 

 
25Sudarsono, Kamus Hukum, Op.Cit.hlm. 248. 
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Beberapa sarjana hukum mengemukakan 
tentang tujuan hukum pidana, ialah: 
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai 

melakukan kejahatan, baik dengan menakut-
nakuti orang banyak (generale preventie), 
maupun secara menakut-nakuti orang 
tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, 
agar dikemudian hari tidak melakukan 
kejahatan lagi (special prventie); 

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-
orang yang suka melakukan kejahatan agar 
menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat; 

c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana 
demi pengayoman negara, masyarakat dan 
penduduk, yakni: 
1) Untuk membimbing agar terpidana 

insaf dan menjadi anggota masyarakat 
yang berbudi baik dan berguna; 

2) Untuk menghilangkan noda-noda yang 
diakibatkan oleh tindak pidana.26 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 
51 ayat: 
1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat 
(1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah 
kejahatan. 

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran. 
Berlakunya ketentuan pidana terhadap 

pihak-pihak yang melakukan bentuk-bentuk 
kejahatan dalam melaksanakan kegiatan di 
bidang perbankan merupakan bagian dari 
penegakan hukum pidana untuk memberikan 
efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang 
telah terbukti secara sah menurut peraturan 
perundang-undangan melakukan kejahatan. 
Melalui pemberlakuan ketentuan pidana 
diharapkan agar pihak lain tidak meniru 
melakukan perbuatan yang sama dengan 
pelaku tindak pidana. 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Bentuk-bentuk kejahatan dalam 
melaksanakan kegiatan di bidang 
perbankan yang dapat dikenakan sanksi 

 
26Siswantoro Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup  
Dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Cetakan Pertama, 
Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 73. 

pidana diantaranya seperti menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan 
Bank Indonesia baik peorangan maupun 
badan hukum dan tanpa membawa 
perintah tertulis atau izin dari pimpinan 
Bank Indonesia dengan sengaja memaksa 
bank atau Pihak Terafiliasi untuk 
memberikan keterangan. Anggota Dewan 
Komisaris, Direksi, pegawai bank atau 
Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja 
memberikan keterangan yang wajib 
dirahasiakan atau dengan sengaja tidak 
memberikan keterangan yang wajib 
dipenuhi serta bentuk-bentuk kejahatan 
lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 
46 sampai dengan 51 Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

2. Berlakunya ketentuan pidana terhadap 
pihak-pihak pelaku kejahatan dalam di 
kegiatan di bidang perbankan dapat 
dikenakan kepada peorangan, badan 
usaha, anggota dewan komisaris, direksi, 
pegawai bank atau pihak terafiliasi 
lainnya yang telah terbukti secara sah 
menurut hukum melakukan tindak 
pidana. Ketentuan pidana yang 
diberlakukan berupa pidana penjara dan 
pidana denda sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan 
bentuk-bentuk kejahatan perbankan 
yang dilakukan.  

 
B. Saran 

1. Untuk mencegah terjadinya bentuk-
bentuk kejahatan dalam melaksanakan 
kegiatan di bidang perbankan maka 
diperlukan pembinaan dan pengawasan 
bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Pengaturan dan pengawasan sektor 
perbankan tidak lagi berada pada Bank 
Indonesia namun dialihkan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan yakni sebuah 
lembaga independen yang mempunyai 
fungsi, tugas dan wewenang untuk 
melakukan pengaturan, pengawasan 
pemeriksaan dan penyidikan terhadap 
jasa keuangan di Indonesia.  

2. Pemberlakuan ketentuan pidana 
terhadap pihak-pihak pelaku kejahatan 
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dalam di bidang perbankan perlu 
diterapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk 
memberikan efek jera bagi pelaku tindak 
pidana dan merupakan suatu peringatan 
bagi pihak-pihak lain agar tidak 
melakukan perbuatan yang sama. 
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